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	Penanganan Iklim Akan Libatkan Swasta

	Pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam isu perubahan iklim global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, potensi pendanaan swasta sangat besar. Ini ditilik dari arus modal dan perdagangan internasional yang berjumlah sangat banyak yaitu hingga triliunan dolar.

Oleh sebab itu, pertemuan para Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga keuangan internasional berperan sangat besar dalam konferensi perubahan iklim ini. "Pertemuan Menteri-menteri Keuangan penting untuk membuat kebijakan yang memungkinkan kombinasi partisipasi public fund, international funding, dan swasta dalam dan luar negeri," kata dia dalam pertemuan tingkat tinggi menteri-menteri keuangan di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali, kemarin.

Banyak pihak mempertanyakan dana untuk perubahan iklim akan berbenturan dengan pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDG's). "Sekarang muncul pertanyaan, jangan-jangan uang MDG's habis untuk climate change," kata Sri Mulyani.

Dalam Konferensi Perubahan Iklim di Bali ini, ada tiga tema penting yang akan dibahas para Menteri Keuangan. Pertama adalah memetakan ukuran persoalan dari sisi ekonomi dan keuangan. Selain itu membahas tentang konsekuensi kebutuhan dana bagi pembangunan. Bahasan lainnya adalah instrumen yang dibuat oleh masing-masing negara bila isu perubahan iklim dan pembangunan ekonomi sudah mencapai titik temu.
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	CDM (clean development mechanism)
	Pendapat
Kontroversi Mekanisme Pembangunan Bersih
	Global warming (pemanasan global) merupakan masalah lingkungan yang paling mengancam kehidupan manusia di bumi. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (CO2, CH4, CFC, N2O, dan O3), disingkat GRK, di atmosfer berakibat pada naiknya panas bumi. Merespons persoalan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Perubahan Iklim, yang ditandatangani 155 negara dan EU pada 4 Juni 1992. 

Sebagai pengaturan pengurangan GRK, Conference of the Parties (COP) ke-3 mengeluarkan Protokol Kyoto pada 10 Desember 1997. Protokol Kyoto meminta negara maju melakukan pengurangan secara berbeda-beda enam GRK dalam satu paket dalam kurun waktu 2008 sampai 2012. 

Protokol Kyoto tidak hanya mengharuskan pengurangan emisi GRK secara sendiri-sendiri, tapi juga membenarkan pengurangan secara bersama-sama, yaitu carbon sinks, bubbling scheme, dan flexibility mechanism. 

Ada tiga cara yang dipakai untuk melaksanakan mekanisme fleksibel, yaitu emissions trading, joint implementation (JI), dan clean development mechanism (CDM). 

Mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism atau CDM) dirancang untuk tiga kepentingan. Pertama, CDM membantu negara berkembang mencapai pembangunan berkelanjutan; kedua, CDM menyumbang pencapaian tujuan akhir Konvensi; dan akhirnya, CDM membantu negara maju mencapai pelaksanaan kewajiban membatasi dan mengurangi emisi secara kuantitatif. Karena itu, mekanisme ini diyakini akan menciptakan win-win solution. 

Program CDM memungkinkan pemerintah dan swasta melaksanakan kegiatan pengurangan emisi di negara berkembang untuk memperoleh certified emission reduction units (CERUs) sebagai imbalannya. CERUs dapat dipergunakan untuk membantu kepatuhan terhadap sebagian kewajiban negara maju dalam membatasi dan mengurangi emisi mereka sebagaimana telah ditetapkan COP. 

Walaupun CDM disokong oleh sebagian besar negara berkembang, ia tidak terlepas dari kritikan. Ada yang beranggapan bahwa CDM hanya merupakan izin bagi negara maju untuk--menurut kebutuhan dan keuntungan mereka--memilih proyek-proyek di negara berkembang yang menghasilkan CERUs dalam jumlah sangat besar dan biaya sangat rendah. Akibatnya, mereka tidak perlu menutup pabrik-pabrik yang sudah tidak layak lingkungan. 

Sebagian lagi berpendapat bahwa CDM melanggar kedaulatan dan mengganggu strategi pembangunan negara berkembang, atau CDM akan mendistribusikan keuntungan ekonomis secara tidak adil antara negara maju dan berkembang. Akibatnya, negara berkembang tidak akan pernah berubah nasibnya menjadi negara maju. 

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, CDM harus dipuji karena dua alasan. Pertama, CDM membantu percepatan penerapan ketentuan tentang alih teknologi dan bantuan teknis yang diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim. 

Kedua, sampai saat ini CDM merupakan program paling mungkin yang dapat melibatkan negara berkembang dalam mencapai tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim. Alasan kedua ini sangat signifikan dalam menarik hati negara maju memimpin pelaksanaan tujuan Konvensi Perubahan Iklim. 

Bagaimana dengan Indonesia? Kita telah mendapatkan bantuan CDM untuk proyek PLTA dan industri. Tapi kita kalah gesit dengan India, yang mendapatkan lebih dari 200 proyek CDM pada tahun lalu. Padahal Indonesia, sebagai negara pemilik dua pertiga dari hutan dunia, seharusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak. 

Program land use and land use change (LULUC) sebagai bagian dari CDM juga menunjukkan ketidakberdayaan. Walaupun Indonesia memperoleh dana yang besar untuk aforestasi dan reforestasi dari proyek CDM, kerusakan hutan jauh lebih cepat dari upaya aforestasi dan reforestasi. 

Berdasarkan kondisi ini, dalam pertemuan COP ke-13 di Bali, delegasi Indonesia bersama negara berkembang lainnya harus mengusulkan perubahan mekanisme pelaksanaan CDM dan program LULUC. Untuk CDM harus diusulkan agar proyek CDM dilaksanakan berdasarkan perhitungan berapa besar negara bisa menyerap dan mencegah GRK yang dinilai oleh Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice. 

Sedangkan untuk program LULUC, sudah sepantasnya melibatkan perguruan tinggi. 
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	Keuntungan UNFCC bagi Bali
	Bali Dapat Rp. 500 Miliar dari UNFCCC
	Diselenggarakannya Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) memberi dampak langsung pada pariwisata Bali. Menurut Menteri Pariwisata Jro Wacik, sedikitnya Rp 500 miliar diperoleh dari sewa kamar hotel dan fasilitas akomodasi wisata lainnya. 

“Asumsinya, sewa kamar hotel dari 10 ribu delegasi selama 1 minggu ini saja sudah bisa mencapai Rp 300 miliar,” sebutnya di sela-sela Seminar “Dampak Perubahan Iklim pada Pariwisata Indonesia”, di Sanur, Denpasar, Senin (10/12). 

Namun keuntungan besar justru berasal dari berbagai pemberitaan mengenai konferensi itu. “Setiap hari nama Bali kini disebut oleh media-media di seluruh dunia. Itu promosi yang tak ternilai harganya,” tegasnya. 

Karena itu dia optimistis, program Visit Indonesia Year 2008 akan sukses mendatangkan sedikitnya 7 juta turis. Meski, lanjut dia, dana promosi Departemen yang dipimpinnya tahun depan hanya bertambah sebesar Rp 50 miliar bila dibandingkan dana tahun ini sebesar Rp 150 miliar. Syaratnya, situasi keamanan dan kenyamanan Bali tidak mengalami gangguan. 

Mengenai masih diterapkannya larangan terbang pesawat-pesawat Indonesia ke Uni Eropa (UE), menurut Wacik, tidak akan berpengaruh pada angka kunjungan wisatawan dari negara-negara itu. ”Pengaruhnya kecil karena sudah banyak penerbangan langsung dari maskapai mereka ke negara kita,” ujarnya. 
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	Pendapat Yvo De Boer terhadap UNFCCC dan mekanisme pasar 
	Yvo De Boer,Sekertaris Ekeskutif UNFCCC

”Negosiasi Ibarat Roman”
	Wawancara khusus dengan Sekertaris Eksekutif Konfernsi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim  (UNFCCC) Yvo de Boer:
Beliau berharap bahwa Protokol Kyoto masih bisa diandalkan untuk menyelamatkan bumi.

Beliau tidak setuju apabila dikatakan bahwa konfernsi ini cenderung terfokus pada mekanisme perdagangan karbon, bukan pada masalah substansial perubahan iklim, karena menurutnya banyak isu dalam agenda sidang termasuk tentang penguranngan emisi.
Meunurutnya pendapat dari Ketua Delegasi RI Emil Salim tidak salah. Dia mengatakan bahwa kemungkinan yang dimaksud oleh Emil adalah kegagalan pasar dalam menyediakan teknologi yang bersih.Lalu pertanyaanya adalah bagaimana pasarn menyediakan teknologi itu. Beberapa berpikir lewat membeli hak cipta yang lain inginnya dengan memberi insentif bagi sektor swasta agar mau berinvestasi di pasar yang baru. 

Beliau juga menyatakan bahwa mekanisme pasar hanya sebagain cara agar tujuannya menyelamatkan bumi tercapai.Bagian penting lainnya adalah lewat regulasi. Jadi ada tiga instrumen penting, yakni kebijakan , pasar, dan pajak.
Mengenai posisi Amerika dalam semua negosiasi menurutnya sangat penting untuk tetap melibatkan Amerika. Negosiasi itu ibarat roman ada naik turunnya. 

Secara keseluruhan beliau mengungkapkan mungkin sulit  namun tetap optimis terhadap konferensi ini. Dan 10 tahun Protokol Kyoto ini berjalan beliau merasa memiliki makna yang istimewa karena menurutnya ini adalah salah satu kesepakatan internasional paling kreatif dan bisa digunakan untuk membangun masa depan. 
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	Peringatan satu dekade protokol kyoto
	10 Tahun Protokol Kyoto: Bumi Sudah Demam
	”Bumi sedang demam. Dan demamnya terus naik”, kata Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika, dalam pidato penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo kemarin.
”Kita telah mulai memerangi bumi kita sendiri, ”kata kreator An Incovinienth Truth, film dokumenter peraih Oscar itu.

Hadiah bergengsi itu tahun ini diterimanya bersama Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). 

Nobel itu boleh jadi sebagai sebentuk pengakuan atas pentinganya isu perubahan iklim. Hari ini UNFCCC akan berpesta dengan sebuah kue ulang tahun sebagai penghargaan bagi Protokol Kyoto. 
Setelah satu dekade berlalu, isu  perubahan iklim semakin menguat. 

De boer dan senator Kerry mengingatkan bahwa kesepakatan belum akan dicapai di Bali. Itu artinya 2008 akan jadi tahun yang krusial untuk isu perubahan iklim dalam dua hal. Pertama, Amerika Seerikat memerlukan presiden yang ebrkomitmen terhadap isu Protokol Kyoto . Kedua, dunia perlu mengajak Cina dan negara-negara besar lainnya, termasuk Amerika Serikat, mengkiat sebuah perjanjian dalam pengurangan emisi. 

Tapi bumi sudah demam. Haruskah menunggu hingga tahun depan?
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	Swasta minta bantuan dana kembangkan energi alternatif
	Pelaku usaha meminta pemerintah menyediakan bantuan dana sebesar 10% hingga 20% dari total investasi untuk setiap program pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi (geotermal) dan PLTA.
”Sebagian pebisnis, kami sangat tertarik dengan geotermal. Namun kami punya masalah dengan tarif [harga jual energi]. Harganya belum terlalu menarik, karena masih sama dengan energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik batu bara,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) Sandiaga S. Uno kemarin. Sandiaga menyebutkan penjualan kredit karbon dari proyek energi terbarukan, lewat mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism/CDM), tidak dapat diandalkan karena prosedur yang terlalu panjang dan lama. 

Sementara itu Lutfi menyebutkan energi terbaharukan saat ini mulai kompetitif sehingga diharapkan dapat memicu investasi di sektor tersebut.
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	Tanggapan negara maju terhadap REDD
	Negara pemilik  hutan tropis rapatkan barisan
Negara maju tolak skema REDD
	”Negara-negara maju seperti AS meminta agar masalah tanggung jawab keuangan dalam mekanisme REDD bersifat voluntary [sukarela],”ujar Dirjen  Bina Produksi Kehutanan Hadi Pasaribu di Nusa Dua, Bali, kemarin.
”Hampir semua negara maju berada posisi tersebut, Kita tentu tidak bisa memaksa.”

Dirjen Multilateral Deplu Reslan Izhar Jenie menegaskan sebagai tuan rumah, kepentingan utama Indonesia adalah membatu mendorong proses perundingan hingga tujuan perumusan Road Amp Bali untuk kesepakatan 2012 dan selanjutnya dapat terealisasi.

Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehutanan memfasilitasi pertemuan antar negara-negara kelompok F -11 dengan negara pemilik hutan hujan tropis lainnya.

”Dengan semaraknya pembahasan isu perubahan iklim di forum-forum internasional, Indonesia mempunyai kesempatan mengambil peran dalam memfasilitasi upaya diplomatik antara negara-negara pemilik hutan hujan tropis,” ujar dia kemarin.
Dengan upaya diplomasi itu, lanjut dia, Indonesia  berharap dapat menggalang posisi bersama dalam mengahadapi perbedaan sudut pandang antar negara-negara pemilik hutan hujan tropis terhadap isu REDD.

Indonesia bakal melakukan proyek percontohan untuk program REDD mulai tahun depan dengan menggunakan dana senilai US $ 1,4 juta yang merupakan bantuan dari Inggris, Jerman, Australia, dan Bank Dunia.
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	Wawancara dengan Mari Elka Pangestu tentang hasil pertemuan pada forum dialog di UNFCCC
	Ini sudah kemajuan besar
	Untuk pertama kalinya forum konferensi para pihak yang digelar dalam rangkaian UNFCCC melibatkan para menteri perdagangan. Untuk mengetahui lebih jauh berikut petikan wawancara Mari Elka Pangestu kepada Bisnis Indonesia:
Banyak pihak kecewa karena dialog para menteri perdagangan tidak merumuskan kebijakan konkret untuk mendukung antisipasi perubahan iklim. Namun beliau mengungkapkan bahwa ini merupakan suatu proses. Pertemuan tersebut memang tida didesain untuk mencapai sesuatu yang konkret.Ini bukan negosiasi. Bagaimanapun, ini sudah merupakan suatu kemajuan yang besar karena untuk pertama kalinya menteri-menteri perdagangan berkumpul membahas masalah perubahan iklim.
Dalam dialog selama dua hari kemarin terjadi banyak perbedaan perspektif antar beberapa menteri  perdagangan mengenai strategi mengantisipasi perubahan iklim. Atas hal tersebut beliau mengungkapkan sebetulnya tidak ada perbedaan terhadap pemahaman pentingnya masalah perubahan iklim. Perbedaan pendapat muncul ketika membahas cara yang paling baik dilakukan merespons perubahan iklim dan sistem perdagangan internasional. 
Menurutnya konferensi para pihak di Bali masih satu bagian dari rangkaian proses perundingan. Proses ini setidaknya masih akan berlangsung sampai dua tahun ke depan. 

Namun beliau mengatakan bahwa dalam perjalan ini, kitapun harus mengerjakan PR kita dari sisi perdagangan, misalnya membenahi soal transfer teknologi, pengandaan proyek pemerintah, instrumen insentif, perpajakan, dan hambatan tarif. Yang tidak kalah penting tentunya adalah menyelesaikan putaran Doha. 
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	Dana untuk REDD
	Negara-negara maju tolak danai REDD
	Negara-negara maju menolak kewajiban pendanaan (financial obligation) dimasukkan dalam draf Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries (REDD). Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, Hadi Pasaribu yang menjadi salah satu delegasi di Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali berkata kalau proses pembahasan REDD sangat lamban dan nyris tak ada kemajuan. Negara-negara maju mau membantu tapi bersifat sukarela dan tidak ada wajib mendanai. Jika tidak menemukan titik temu, pembahasan akan terus berlanjut di Konferensi Para Pihak ke 14 (COP-14) di Polandia tahun 2008.
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	Biofuel salah satu penyebab kerusakan lingkungan
	Pro dan kontra Biofuel
	Pro dan kontra mengenai biofuel kembali gencar terdengar. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan kebijakan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2006 tentang Penyediaan dan Sebagai Bahan Bakar Lain. Produk energi hijau yang salah satunya adalah sepeda motor dan mobil berbahan bakar premium yang dioperasikan dengan campuran bahan bakar tebu berupa enhydrous ethanol atau ethanol berkadar air rendah digunakan sebagai fuel grade. Produk ini termasuk di dalam pameran Cool Energy di Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Pemerintah Austria dan Australia juga mengeluarkan kebijakan kemudahan untuk membangun pabrik biofuel supaya pengusaha tertarik untuk membangun industri bahan bakar alternatif. 

	Republika
	2
	11 Dec 07
	Kampanye reklamasi hutan
	Deklarasi ‘Green Mining’
	Semua elemen yang nerasa peduli terhadap lingkungan terlihat berusaha memanfaatkan Konferensi PBB  tentang Perubahan Iklim di Bali untuk ajang ‘promosi’. Ini yang juga dilakukan Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang yang mendeklarasikan ‘Green Mining’ atau tambang yang berwawasan lingkungan pada Ahad (9/12).
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	Krisis iklim dan UNFCCC
	Krisis iklim diperkirakan lebih buruk dari analisa sebelumnya
	Krisis iklim diperkirakan akan terlihat lebih cepat 10-15 tahun mendatang berdasarkan Bank Dunia untuk Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan sudah begitu Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC)/Konferensi Para Pihak ke 13 (COP-13) belum menunjukkan kesungguhan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Konferensi tersebut lebih terfokus membicarakan perdagangan karbon bukan pengurangan emisi gas rumah kaca.
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	Dampak negosiasi Bali
	Perubahan Iklim: Bali Menjadi Batu ujian
	Panel Antarpemerintah Mengenai Perubahan Iklim PBB (Intergovernmental Panel on Climate Change) dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore dianugrahi Hadiah Nobel Perdamaian atas komitmen mereka terhadap masalah perlindungan iklim global. Laporan IPCC menerangkan bahwa perubahan ilkim memang terjadi dan pengaruhnya pun bisa dirasakan saat ini. Negosiasi yang dilaksanakan di Bali merupakan sebuah pertemuan untuk menyelesaikan pengembangan kebijakan iklim tahun ini. Demikian mandat Sekjen PBB Ban Ki-moon jelas: Bali harus menjadi jawaban politis terhadap laporan IPCC dan mampu membuaka membuka negosiasi baru dan lengkap dengan semua negara tentang persetujuan iklim periode pasca-2012 dan menyelesaikannya hingga tahun 2009. Sehingga, kita membutuhkan “Bali Roadmap”: yang menandai langkah yang akan diambil dalam dua tahun mendatang untuk mengakhiri negosiasi persetujuan pasca-Kyioto dalam waktu yang tepat. 
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	Produk Ramah Lingkungan 
	 Perdagangan: Produk Ramah Lingkungan Diperdebatkan
	Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, masih terdapat masalah besar dalam hal definisi dan ukuran yang jelas mengenai produk-produk dan jasa-jasa ramah lingungan yang saat ini banyak diperbincangkan. Hal itu dikatakannya seusai berakhirnya dialog informal para menteri perdagangan tekait masalah perubahan iklim. Mengenai bagaimana memastikan suatu produk ramah lingkungan menurut Mari, harus ada kesepakatan antara UNFCCC dengan aspek-aspek lain dari keseluruhan pihak multilateral. Oleh akrena itu, kita mengharapkan UNFCCC meluruskan beberapa banyak hal karena sudah banyak yang berkembang atas nama lingkungan dan standarnya pun bisa berbeda-beda. Dia menambahkan Indonesia sendiri sudah punya daftar produk-produk yang digolongkan ramah lingkungan. 
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	Dana Bumi 
	Dana Bumi Diluncurkan
	Dua lembaga keuangan internasional yang dibentuk untuk mendanai sektor swasta tekait dengan isu lingkungan meluncurkan kemitraan dalam Dana Bumi di Nusa Dua, Bali, Senin (10,12) siang. Kedua lembaga itu adalah The Global Environmental Facility (GEF) dan International Finance Corporation (IFC). Dana Bumi tersebut digunakan untuk mendukung upaya-upaya mengatasi persoalan lingkungan yang bersifat inovatif dan berbasis pasar. GEF akan menyumbangkan dana sebesar 50 juta dollar AS, sedangkan IFC akan memberikan dana sebesar 10 juta dollar AS. Kemitraan ini juga telah berhasil menarik dana dari mitra-mitra lainnya dan diharapkan bisa terkumpul hingga 200 juta dollar AS. Dana tambahan itu dikumpul dari kontribusi perusahaan-perusahaan swasta, yayasan, organisasi nonpemerintah, dan beberapa lembaga pembangunan. Tjua utama dai GEF sendiri adalah pemecahan persoalan lingkungan di negara-negara yang sedang berkembang. Untuk memaksimalkan hasil, dana itu akan menggunakan berbagai instrumen keuandan diantaranya hibah, pinjaman lunak, partisipasi dalam bentuk ekuiti, juga hadiah uang bagi inovasi dalam bidang lingkungan.
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	Petani dunia
	Mereka Menuntut Kedaulatan Pangan 
	Petani di dunia menuntut adanya kedaulatan pangan, sehingga masing-masing Negara bias memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak bergantung pada negara lain. Mereka menolak dominasi industri pertanian skala besar yang dinilai menjadi salah satu penyebab besarnya emisi karbon di dunia. Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina atau Gerakan Petani Internasional di Climate, di Civil Society Forum (CSF) Nusa Dua, Senin (10/12) mengajak untuk kembali kepada kearifan lokal dan kedaulatan pangan hingga ke level keluarga, menghilangkan ketergantungan penyediaan pangan pada pihak lain dan menciptakan pertanian berkelanjuntan. 
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	Dana untuk perubahan iklim
	Menteri Keuangan mencari solusi terbaik untuk pendanaan perubahan iklim
	Para Menteri Keuangan dari seluruh negara-negara maju dan berkembang berkumpul di Bali untuk membahas pendanaan perubahan iklim beserta sumber biaya dan skema untuk solusi masalah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan setelah pembicaraan tersebut selesai, para menteri keuangan akan mencari sumber untuk pendanaan, termasuk dana masyarakat (dari pemerintah lokal dan pusat), dana masyarakat internasional,  bantuan dari dua pihak atau lebih, dan dari pendapatan pribadi. “Kalau memang kita serius dalam menghadapi perubahan iklim, biaya internasional dan lokal tidak akan cukup; apalagi pada tahun 2015 setengah dari total kemiskinan sudah harus terhapus berdasarkan Sasaran Pembangunan Milenium (MDG),“ kata Sri Mulyani.



	Jakarta Post
	27
	11 Dec 07
	Keamanan menghadapi perubahan iklim
	Dunia membutuhkan keamanan yang tegas menghadapi perubahan iklim
	Pemanasan global dapat memicu migrasi besar-besaran, mengganggu perdagangan, dan mengakibatkan perebutan hasil pertanian dan air di seluruh negara dari Afrika ke Asia, menurut laporan dari konferensi di Bali. “Kita bukan membicarakan perseteruan antara tentara dengan pemerintah, “kata Hans Joachim Schellnhuber, salah satu wartawan di Bali. Negara-negara berkembang akan menjadi sangat rapuh dalam menghadapi perubahan iklim, apalagi yang mempunyai pemerintah yang lemah.
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	Dukungan dari Australia
	Jangan Berharap Australia akan Merubah kebijakan Perubahan iklim
	Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, akan melaksanakan debut internasionalnya di Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Lembaga Sosial Masyarakat (NGO) asal Eropa dan yang berfokus di lingkungan hidup berharap Kevin Rudd mendukung program jangka panjang mereka dalam mendirikan strategi global baru berdasarkan Protokol Kyoto dan merancang target global untuk mengurangi emisi. Australia mempunyai sejarah panjang selama menjadi eksportir untuk komoditi, mineraldan agrikultural. Beberapa mungkin berdebat kalau perubahan iklim akan membuat Australia berubah, tapi alat utama untuk meredakan dampak pada ekonomi adalah dengan untuk mengurangi penggunaan pemakaian energi. 
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	Sistem perdagangan untuk perubahan iklim
	Menteri Perdagangan Angkat bicara mengenai Perubahan Iklim
	Sekarang sistem perdagangan internasional dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dilibatkan oleh beberapa pengusaha untuk melihat bahwa system tersebut dapat merespon terhadap perubahan iklim. Ada yang berharap melihat sistem perdagangan mengekang carbon footprint itu sendiri; carbon footprint yang terjadi karena transportasi internasional konsumsi dan pemakaian produk perdagangan. Beberapa juga percaya kalau biaya ekonomi untuk pengurangan akan membuat sistem perdagangan mengimbangi kerugian yang dialami sewaktu mengekang emisi.
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	KTT perubahan iklim
	A Climate Change Showdown is Brewing in Bali
	Saat ini para delegasi negara dari penjuru dunia sedang menyusun framework sebagai usaha mengurangi dampak pemanasan global. Mereka menyusun mekanisme pemberian insentif yang akan diberikan negara-negara maju terhadap negara berkembang.
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	REDD
	Nations Divided on REDD Funding Responsibility
	Mekanisme REDD adalah pemberian insentif bagi negara berkembang sebagai kompensasi negara tersebut telah memelihara kelangsungan dan kelestarian hutan sebagai usaha untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Mekanisme REDD ini direncanakan sebagai komitmen jangka panjang negara-negara, yang akan memperbaharui Protokol Kyoto.
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	Bali Roadmap
	Draft Decision a Good Start for Negotiation
	Pemerintah Indonesia telah menyusun draft Bali Roadmap yang akan memperjelas komitmen negara-negara maju dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen ini diharapkan akan memperbaharui komitmen Protocol Kyoto. 
Tantangan datang dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat yang menolak adanya obligasi keuangan terhadap negara-negara berkembang.
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	KTT Perubahan Iklim
	All Eyes on Bali Climate Meeting
	Perwakilan dari 200 negara berkumpul untuk menyusun mekanisme mengatasi dampak perubahan iklim. Berdasarkan release, tampaknya ada dilemma yang dihadapi negara-negara dari berbagai kondisi ekonomi. Rencana pengurangan emisi ini harus didukung oleh program ekonomi nasional masing-masing negara.
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	Memimpin negosiasi perubahan iklim
	AS siap memimpin negosiasi perubahan iklim: Kerry
	Senator Amerika Serikat, John Kerry mengatakan bahwa mereka siap untuk memimpin negosiasi perubahan iklim dalam mengupayakan pencegahan pemanasan global, tetapi itu semua membutuhkan amanat kuat untuk solusi global. Kebijakan perubahan iklim Amerika Serikat terlihat nyata dalam persetujuan Senator untuk mengurangi emisi sebanyak 65-70 persen sampai tahun 2050.
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	Dampak perubahan iklim
	Perubahan iklim bisa picu perang baru
	Potensi konflik antarwilayah maupun negara akan semakin besar karena perubahan iklim global yang berakibat langsung pada berkurangnya sumber air dan bahan makanan akibat semakin meningkatnya suhu Bumi. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi konflik itu akan berujung pada aksi kekerasan, bahkan kemungkinan terjadinya perang baru. Achim Steiner, Direktur Eksekutif UNEP, menyatakan sejumlah kawasan yang paling rentan meliputi hampir seluruh wilayah Afrika, Sahel, dan daratan Mediterania. “Mau tidak mau, sebuah kebijakan menyangkut perubahan iklim global harus diambil dalam kurun waktu 10-15 tahun. Emisi gas rumah kaca harus berkurang 50 persen dibandingkan dengan acuan emisi karbon tahun 1990, sebelum semua ketakutan terjadi, “kata Achim.
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	Negosiasi
	Momentum politis Amerika untungkan negara berkembang
	Perubahan sikap Amerika dalam isu-isu lingkungan baru akan terjadi setelah Presiden Bush menyelesaikan masa tugasnya. Analisis ini mucul dalam konferensi pers kelompok masyarakat penggiat lingkungan Amerika Serikat, Kamis (6/12) di Nusa Dua, Bali. Ada dua momentum politis yang mampu menggerakkan posisi Amerika Serikat ke posisi lebih kondusif dalam proses negosiasi iklim internasional. Pertama, keputusan Mahkamah Agung yang mengategorikan karbon dioksida sebagai polutan berbahaya dan harus diatur oleh pemerintah. Kedua, disahkannya undang-undang  Keamanan Iklim Lieberman-Warner pada 5 Desember lalu. 
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	Perubahan iklim
	405 ribu hektare pesisir terancam hilang
	Edvin Aldrian, perunding delegasi Indonesia dari BPPT, di Nusa Dua mengatakan dengan kenaikan muka air laut setinggi 1 meter, Indonesia diperkirakan akan kehilangan 405 ribu hektare pesisirnya, bahkan pulau kecil terancam digenangi air laut. Kehilangan pulau juga cukup serius karena ada delapan pulau perbatasan dari total 92 pulau ikut tenggelam dan akan berdampak cukup besar bagi acuan batas negara.
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	KTT Perubahan Iklim
	Insentif dengan Konsep Lingkungan: RI Promosikan Energi Panas Bumi
	Pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dengan konsep ramah lingkungan. Salah satu investasi yang sedang dipromosikan adalah energi panas bumi. Besaran insentif masih dalam pembahasan.
Dalam KTT ini, para menteri perdagangan sepakat lebih memahami tujuan penangan isu lingkungan dengan perdagangan global. Mereka juga mendorong terwujudnya penanganan perubahan iklim, misalnya dengan pengelolaan carbon footprints, pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan dan jasa lingkungan yang berfungsi unutk mengatasi dan memfasilitasi adaptasi dan transfer teknologi. 
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	Penjualan karbon
	Paradigma Baru Menjual Karbon
	Banyak cara untuk mengurangi emisi karbon. Borneo Tropical Rainforest Foundation di bawah pimpinan Marinah Embiricos bekerja sama dengan Global Eco Rescue melakukan penjajakan paradigma baru dalam menilai aset lingkungan dari sebuah hutan. Mereka memberikan inisiatif dengan nama Green Renaissance. Paradigma ini berupa penjualan karbon dengan mencari modal melalui pasar karbon modal sukarela di mana akan diperuntukkan pembiayaan jangka panjang yang berkesinambungan bagi upaya konservasi dan pengembangan masyarakat di area hutan tropis. 
Perdagangan karbon ini tidak sama dengan perdagangan karbon di bawah aturan Protokol Kyoto dan EU ETS (Emissions Trading Scheme).
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	Peta Jalan Bali
	AS Pengaruhi Negara Maju: Peta Jalan Bali Terancam Buntu
	Amerika Serikat yang tidak meratifikasi Protokol Kyoto mempengaruhi negara-negara maju untuk membuat keputusan yang mendekati kepentingan Amerika Serikat. Amerika keberatan apabila dunia mengatur pembatasan emisi karena akan merugikan perekonomian negara. Delegasi Amerika, Harlan Watson malah menawarkan persetujuan yang ramah lingkungan dan bermanfaat secara ekonomi. Watson menjamin Amerika akan memandu peta jalan Bali menuju perundingan perubahan iklim global baru pasca 2012 yang efektif bagi lingkungan dan perekonomian dunia.
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